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ABSTRACT 
This study examined community-based citizenship knowledge about the 
strategy of Local Government in an effort to strengthen ecological citizenship in 
City Without Slum Program (KOTAKU). The content of this research was presented 
theoretically based on the data of descriptive qualitative research and supported 
by literature study conducted in Sukoharjo District, Central Java Province. The 
ecological development program used as the object of research was the City 
Without Slum Program (KOTAKU). Scientific work of this research was made as a 
reflection on the issue of citizenship, especially about the problem of apathism in 
society in various development activities in the field of environmental control. As a 
country of democracy, Indonesia proves itself that the state has been concerned 
with the participation of its people. Community participation in the field of 
environmental development can be done through the Program of City Without 
Slum (KOTAKU), which is held in all parts of Indonesia including in Sukoharjo 
District. Community education conducted by the Local Government is one of the 
strategic efforts, that can be done to strengthen itself as a democratic government 
and care about the accessibility of the community to participate in the field of 
environmental (ecological) development. While the focus of this study was related 
to the efforts of Local Government and the community in the program of healthy 
environmental control, which is the field of study of Pancasila and Citizenship 
Education, and termed as ecological citizenship. 
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Indonesia dalam kerangka 
negara merdeka, meneguhkan diri 
sebagai negara yang majemuk. 
Indonesia terdiri dari pulau, suku, ras, 
dan agama yang tersebar di berbagai 
wilayah Indonesia. Konsekuensi logis 
bagi negara Indonesia adalah negara 
rentan benturan kepentingan karena 
perbedaan yang ada. Indonesia harus 
memiliki kekuatan lebih untuk 
menangani permasalahan yang 
mungkin saja muncul dari adanya 
perbedaan. Salah satu bentuk 
perbedaan yang paling dasar adalah 
perbedaan kepentingan dari masing-
masing individu. Perbedaan 
kepentingan dari masing-masing 
masyarakat dapat menjadi masalah 
besar bagi negara, salah satunya rawan 
apatisme di tengah negara demokratis.  
Kepedulian masyarakat dapat 
dilakukan dalam berbagai bidang 
kehidupan. Salah satu bidang 
kehidupan yang membutuhkan 
kepeduliaan masyarakat adalah bidang 
pembangunan lingkungan hidup 
(ekologi) yang sehat. Bidang 
penyelamatan lingkungan hidup 
merupakan salah satu agenda penting 
yang dapat dilakukan oleh setiap 
masyarakat.   
Peraturan perundang-
undangan di Indonesia telah 
memberikan peluang yang luas bagi 
setiap masyarakat untuk terlibat dalam 
berbagai kebijakan pembangunan 
lingkungan hidup (ekologi). Pasal 2 
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, 
menegaskan bahwa pembangunan 
nasional diselenggarakan berdasarkan 
demokrasi dengan prinsip-prinsip 
kebersamaan, berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, serta kemandirian dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan Nasional. Selain Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
juga menegaskan, bahwa terdapat asas 
pengaturan desa, beberapa 
diantaranya adalah kegotong 
royongan, partisipasi, dan 
pemberdayaan. Partisipasi yang 
tertera dalam pasal tersebut 
memberikan penguatan tentang 
pentingnya partisipasi dalam 
penyelenggaraan pembengunan 
daerah. Partisipasi masyarakat perlu 
dikembangkan sehingga orientasi ke 
depan, partisipasi menjadi kunci 
keberhasilan berbagai program, 
terutama di bidang penyelamatan 
lingkungan hidup (ekologi). 
Pemerintah Daerah adalah 
salah satu aktor pemerintahan yang 
memiliki otoritas untuk 
mengembangkan kapasitas masyarakat 
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di bidang lingkungan hidup. Kebijakan 
Pemerintah Daerah untuk mendorong 
berkembangnya kapasitas masyarakat 
selaras dengan peundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. Merujuk 
pada Pasal 354 Ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, bahwa 
pemerintah daerah selayaknya 
mendorong kelompok dan organisasi 
masyarakat untuk berperan aktif 
dalam penyelenggaraan pemerintah 
daerah melalui dukungan 
pengembangan kapasitas masyarakat. 
Untuk mengembangkan kapasitas 
masyarakat dalam bidang 
pembangunan ekologi diperlukan 
rumusan serta strategi yang tepat 
guna. Strategi tersebut dapat dijadikan 
rumusan strategis di berbagai bidang 
kebijakan pembangunan lingkungan 
hidup (ekologi).  
Ecological citizenship menurut 
Crane, Matten, dan Moon (2008: 378) 
adalah kontribusi warga atau 
komunitas dalam mendukung 
kelestarian lingkungan hidup yang 
sehat dan membawa kemanfaatan bagi 
lingkungan lain. Salah satu bidang 
kebijakan pemerintah dalam hal 
penyelamatan lingkungan hidup 
(ekologi) yang membutuhkan strategi 
pemerintah daerah dan partisipasi 
masyarakat adalah Program Kota 
Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program 
Kota Tanpa Kumuh merupakan 
program yang berada di bawah 
naungan Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat yang 
dikelola langsung oleh Ditjen Cipta 
Karya. Tujuan dari Program Kota 
Tanpa Kumuh adalah mewujudkan 
lingkungan, tata kelola perkotaan dan 
pedesaan yang sehat bagi masyarakat. 
Program Kota Tanpa Kumuh mengacu 
pada Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019. 
Program Kota Tanpa Kumuh 
merupakan program nasional yang 
diterapkan di berbagai wilayah di 
Indonesia, salah satunya adalah di 
Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa 
Tengah. Berdasarkn data yang dikutip 
dalam laman website www.solopos.com 
dijelaskan bahwa Kawasan kumuh di 
Kabupaten Sukoharjo tersebar di 32 
desa/kelurahan di enam kecamatan 
seluas 202.654 hektar. Berdasarkan 
data kekumuhan kawasan tersebut, 
Kabupaten Sukoharjo menerima dana 
sebesar 3 Milyar Rupiah yang 
dialokasikan untuk menanggulangi 
kawasan tersebut.  
Program Kota Tanpa Kumuh 
(KOTAKU) di Kabupaten Sukoharjo 
dapat dilakukan secara partisipatif 
baik oleh Pemerintah Daerah maupun 
oleh masyarakat umum sesuai dengan 
prinsip Program Kota Tanpa Kumuh 
(KOTAKU) yaitu kolaboratif. Prinsip 
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tersebut menegaskan peran 
pemerintah, masyarakat, dan swasta 
untuk berkolaborasi mewujudkan 
tatanan pemukiman sehat bagi 
masyarakat. Benton (2013: 221), 
berpendapat bahwa: “…. number of 
positive features that collaboration can 
produce and are as listed below: offers 
the opportunity for bottom-up approach 
to dealing with regional issues rather 
than a top-down approach”. Pendapat 
tersebut mempertegas bahwa 
pendekatan kolaboratif sangatlah 
penting dalam mewujudkan 
pembangunan yang dilakukan. 
Realita yang ada di Kabupaten 
Sukoharjo dapat digambarkan 
berdasarkan data penelitian terdahulu 
yang dilakukan oleh penulis tahun 
2014 pada program yang sejenis. Dari 
penelitian tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa bentuk keterlibatan masyarakat 
pada program pembangunan kawasan 
permukiman dan lingkungan masih 
belum banyak dilakukan. Sebagian 
besar masyarakat Kabupaten 
Sukoharjo, masih sibuk dengan urusan 
pribadi di akhir pekan dan memilih 
membayar denda ketidakhadiran dari 
pada ikut berpartisipasi. Keadaan 
tersebut selaras dengan pendapat 
Malihah (2015: 150) yang menyatakan 
tentang kondisi masyarakat Indonesia 
secara umum, bahwa saat ini 
masyarakat Indonesia cenderung 
individualis, memprioritaskan 
kepentingannya sendiri, dan kurang 
peduli dengan kepentingan umum. 
Masyarakat dari tingkat daeah 
perlu diberikan peluang untuk ikut 
serta berkontribusi dalam kebijakan 
pembangunan lingkungan hidup. 
Wahyuningsih (2012: 291) 
menyatakan bahwa masyarakat perlu 
diberikan kesempatan untuk terlibat 
dalam berbagai kegiatan dan diberikan 
bimbingan berupa pendampingan 
supaya berhasil. Sejalan dengan 
pendapat Wahyuningsing, Kukamba 
(2010: 171) dalam International 
Review of Administrative Science 
menyatakan bahwa Pemerintah 
Daerah dan masyarakat harus 
mengupayakan sinergitas dalam 
berbagai aspek kehidupan.  
Berdasarkan beberapa 
penjelasan di atas, dalam karya ilmiah 
hasil penelitian ini penulis merasa 
perlu menyampaikan pentingnya 
keterlibatan masyarakat dalam 
program penyelamatan lingkungan 
hidup (ecological citizenship). Karya 
Ilmiah hasil penelitian ini, memberikan 
penjelasan yang didasarkan pada dua 
rumusan masalah. Pertama, berkaitan 
dengan strategi Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo dalam upaya menguatkan 
ecological citizenship masyarakat 
Kabupaten Suoharjo dalam Program 
KOTAKU. Kedua, berkaitan dengan 
partisipasi masyarakat Kabupaten 
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Sukoharjo dalam Program KOTAKU 
(bidang ekologi).  
Karya tulis hasil penelitian ini 
memiliki dua tujuan utama sebagai 
hasil refleksi dari rumusan masalah di 
atas. Pertama, karya ilmiah ini 
mengkaji strategi Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo dalam upaya 
menguatkan ecological citizenship 
masyarakat Kabupaten Suoharjo dalam 
Program KOTAKU. Kedua, 
mengidentifikasi bentuk partisipasi 
masyarakat Kabupaten Sukoharjo 
dalam Program KOTAKU, sebagai 




Jenis Penelitian yang digunakan dalam 
karya ilmiah ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif, karena 
memaparkan objek yang diteliti 
(orang, lembaga atau lainnya) 
berdasarkan fakta. Menurut Denzin 
dan Lincoln (Moleong, 2006:5) 
menyatakan bahwa penelitian 
kualitatif adalah penelitian yang 
menggunakan latar alamiah, dengan 
maksud menafsirkan fenomena yang 
terjadi dan dilakukan dengan jalan 
melibatkan berbagai metode yang ada. 
Penelitian dalam karya ilmiah ini 
dilakukan di Kabupaten Sukoharjo 
Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, 
waktu penelitian dalam karya ilmiah 
ini dilakukan selama delapan bulan, 
dari bulan Februari 2017 sampai pada 
bulan Agustus 2017.  
Adapun teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
snowball sampling. Menurut Sugiyono 
(2010: 125) Snowball sampling adalah: 
Teknik penentuan sampel yang mula-
mula jumlahnya kecil, kemudian 
membesar. Sesuai dengan bentuk 
penelitian kualitatif dan juga jenis 
sumber data yang dimanfaatkan maka 
instrumen pengumpulan data yang 
akan digunakan dalam penelitian ini 
antara lain: wawancara (interview), 
observasi (pengamatan), dan analisis 
dokumen.  
Keabsahan data dalam penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan 
trianggulasi data. Menurut H.B Sutopo 
(2002:78) berpendapat bahwa 
trianggulasi data, adalah data yang 
sama atau sejenis akan lebih mantap 
kebenarannya bisa digali dari 
beberapa sumber data yang berbeda. 
Selain menggunakan trianggulasi data, 
dalam menentukan keabsahan data 
dalam penelitian ini juga digunakan 
informan review.  
Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini mengacu pada pendapat 
H.B Sutopo (2002:91). H.B Sutopo 
(2002:91) berpendapat bahwa “dalam 
proses analisis data terdapat 4 
komponen yang harus dipahami oleh 
setiap peneliti kualitaif. Empat 
komponen tersebut antara lain: (1) 
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pengumpulan data, (2) reduksi data, 
(3) sajian data, (4) penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Analisis 
data dalam penelitian ini secara 











Gambar 1. Analsis data model H.B 
Sutopo 
(Sumber: H.B Sutopo, 2002:91). 
 
HASIL PENELITIAN 
Karya ilmiah hasil penelitian ini, 
disusun berdasarkan data yang 
diperoleh di Kabupaten Sukoharjo 
yang berkaitan dengan dua rumusan 
masalah utama. Hasil penelitian yang 
berkaitan dengan strategi Pemerintah 
Daerah dalam upaya menguatkan 
ecological citizenship bagi masyarakat 
Kabupetan Sukoharjo, disajikan secara 
terperinci dalam uraian berikut. 
1. Hasil dan Pembahasan tentang 
Strategi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo dalam 
Upaya Penguatan Ecological 
Citizenship Melalui Program 
KOTAKU 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukoharjo melakukan penguatan 
terhadap masyarakat Kabupaten 
Sukoharjo untuk mau dan mampu 
berpartisipasi dalam program 
pembangunan lingkungan hidup 
(ecological citizenship).  
Berdasarkan data hasil wawancara, 
data hasil pengamatan (observasi), dan 
studi dokumen diperoleh data tentang 
strategi yang dilakukan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sukoharjo. Strategi 
yang dimaksud dalam pernyataan 
tersebut, secara terperinci dapat 
diidentifikasi sebagai berikut. 
a. Melaksanakan dialog ineraktif 
dan pelatihan penyusunan 
profil kekumuhan kawasan. 
b. Melaksanakan dialog interaktif 
dan pelatihan tentang 
pengembangan kapasitas 
masyarakat dalam Program 
Kota Tanpa Kumuh.  
c. Melaksanakan dialog interaktif 
dan pelatihan perencanaan 
partisipatif Program Kota 
Tanpa Kumuh. 
d. Melaksanakan dialog interaktif 
dan pelatihan pengelolaan 
keuangan Program Kota Tanpa 
Kumuh.  
e. Melaksanakan dialog interaktif 
dan pelatihan Badan 
Keswadayaan Masyarakat.  
f. Melakukan peninjauan dan 
pendapingan pada proses 
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pengambilan keputusan dalam 
forum Rembug Warga Tahunan 
(RWT). 
g. Melaksanakan pendampingan 
kepada masyarakat pada saat 
proses pembelanjaan bahan 
material bangunan untuk 
Program KOTAKU. 
h. Melaksanakan pendampingan 
pada tahap pelaksanaan 
pembangunan infrastruktur 
Program KOTAKU.  
i. Melaksanakan dialog evaluasi 
Program KOTAKU, yang 
meliputi evaluasi tahap 
perencanaan sampai tahap 
pelaksanaan. 
Berdasarkan beberapa data 
temuan lapangan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sukoharjo telah 
melakukan sejumlah dialog interaktif 
dan mengupayakan keteelibatan 
masyarakat dalam Program KOTAKU. 
Dialog dan pelatihan merupakan 
bentuk strategi yang dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
untuk meningkatkan partisipasi dalam 
program penanggulangan lingkungan 
hidup (ekologi).  
Data temuan lapangan yang 
diuraikan di atas, sesuai dengan teori 
siklus perencanaan strategi yang 
dirumuskan oleh Bryson (2004). 
Bryson (2004) menamakan siklus 
perencanaan strateginya sebagai 
Perencanaan Strategi ABC. Secara 
terperinci, siklus perencanaan strategi 














Gambar 2. Siklus Perencanaan Strategi 
ABC (Bryson, 2004: 7) 
 
Merujuk pada Gambar 2 dapat 
diamati bahwa tahap A ke B 
merupakan penentuan visi, misi, dan 
tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 
tahap A ke C merupakan proses 
perumusan strategi, sedangkan dari C 
ke B adalah implementasi strategi.  
Berdasarkan data studi dokumen, 
profil, visi, misi, dan tujuan Program 
KOTAKU telah tercantum dalam buku 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program 
Kota Tanpa Kumuh yang diterbitkan 
oleh Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat pada tahun 
2016. Secara empiris, terbentuknya 
visi, misi, dan tujuan Program KOTAKU 
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telah menjawab siklus A dalam teori 
Bryson (2004). 
Sedangkan, untuk tahap C dalam teori 
Bryson (2004) menghendaki adanya 
strategic plan atau perencanaan 
strategi. Dari hasil wawancara dengan 
koordinator Badan Keswadayaan 
Masyarakat, Kelompok Swadaya 
Masyarakat, Koordinator Kota 
Program KOTAKU, dan Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
serta observasi diperoleh data yang 
mengarah pada implementasi siklus C 
dalam teori Bryson (2004). Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sukoharjo telah 
melaksanakan strategi yang 
direncanakan dalam bentuk dialog 
interaktif, pelatihan, dan 
pendampingan pada implementasi 
Program KOTAKU. Strategi yang telah 
diimplementasikan tersebut secara 
empiris telah menjawab siklus C dalam 
teori Bryson (2004). Berdasarkan 
penjelasan di atas, Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo telah melakukan 
berbagai kegiatan yang selaras dengan 
teori Bryson (2004).  
 
2. Data dan Pembahasan tentang 
Bentuk Partisipasi Masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo dalam 
Program KOTAKU 
Kontribusi masyarakat umum 
merupakan kunci utama keberhasilan 
Pogram KOTAKU. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, 
observasi (pengamatan), dan juga studi 
dokumen diperoleh data tentang 
bentuk partisipasi masyarakat pada 
Program KOTAKU. Berikut adalah data 
tentang bentuk partisipasi masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo pada Program 
KOTAKU. 
a. Berbagai elemen masyarakat 
terlibat dalam penyelenggaraan 
sosialisasi program Kota Tanpa 
Kumuh (KOTAKU) di Pendopo 
Kabupaten Sukoharjo. 
b. Berbagai elemen masyarakat 
terlibat dalam pembuatan profil 
kekumuhan daerah di masing-
masing kelurahan di Kabupaten 
Sukoharjo.  
c. Berbagai elemen masyarakat, 
memberikan saran dan 
mengusulkan prioritas 
infrastruktur yang akan dibangun 
untuk menanggulangi lingkungan 
kumuh, dalam forum Rembug 
Warga Tahunan (RWT).  
d. Masyarakat terlibat aktif 
memberikan bantuan tenaga, 
pikiran, dan materi dalam 
pelaksanaan Program KOTAKU. 
e. Beberapa masyarakat memberikan 
makanan dan minuman secara suka 
rela pada saat pelaksanaan 
Program KOTAKU untuk konsumsi 
masyarakat yang berpartisipasi. 
f. Berbagai elemen masyarakat 
membuat jadwal terstruktur setiap 
RT sehingga setiap hari ada 
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masyarakat yang ikut serta 
menyelesaikan pembangunan 
infrastruktur Program KOTAKU.  
Berdasarkan beberapa data temuan 
lapangan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa di Kabupaten Sukoharjo 
masyarakat terlibat dalam kegiatan 
pembangunan lingkungan hidup 
(ekologi) melalui Program KOTAKU 
dengan berbagai bentuk partisipasi. 
Bentuk partisipasi masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo di atas secara 
terperinci dapat diklasifikasikan 
menjadi bentuk partisipasi secara 
materi dan non materi.  
Pembahasan yang berkaitan 
dengan bentuk partisipasi masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo dalam Program 
KOTAKU dapat diketahui dengan 
mendasarkan data temuan lapangan 
dan teori yang digunakan. Teori yang 
digunakan dalam pembahasan ini 
adalah teori dari Mardikanto 
Mardikanto (2010: 95-96), Mardikanto 
(2010) menjelaskan bahwa partisipasi 
dalam pembangunan dapat dilakukan 
dalam empat tahapan, antara lain: 
tahap partisipasi dalam pengambilan 
keputusan, tahap partisipasi dalam 
pelaksanaan kegiatan, tahap 
partisipasi dalam tahap evaluasi hasil 
kegiatan, dan tahap partisipasi dalam 
pemanfaatan hasil kegiatan. Namun, 
pada pembahasan ini dilihat bentuk 
partisipasi pada dua tahap awal yaitu 
tahap perencanaan dan tahap 
pelaksanaan.  
Berdasarkan tahapan yang dijelaskan 
oleh Mardikanto dan data temuan 
lapangan yang diperoleh maka 
pembahasanbentuk partisipasi dalam 
tahap perencanaan dan pelaksanaan 
dapat dicermati dalam uraian berikut.  
a. Bentuk partisipasi masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo pada tahap 
perencanaan 
Pada tahap perencanaan masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo melakukan 
partisipasi dalam bentuk non materi. 
Bentuk partisipasi yang dimaksud 
dapat dilihat dari hasil pengamatan 
bahwa banyak masyarakat terlibat 
aktif menyampaikan ide dan gagasan 
yang berkaitan dengan Program 
KOTAKU. Ide dan gagasan tersebut 
banyak disampaikan pada forum 
pelatihan bagi masyarakat yang 
diadakan oleh Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (DPKP).  
Selain itu, masyarakat juga 
memberikan kontribusi tenaga dan 
pikiran pada saat menyusun profil 
kekumuhan kawasan. Profil 
kekumuhan kawasan disusun 
berdasarkan database yang disusun 
sendiri oleh masyarakat melalui isian 
kolom yang disediakan oleh fasilitator 
Kelurahan. Output dari profil itu adalah 
tersusunnya data kekumuhan 
berdasarkan prioritas, yang kemudian  
dapat diketahui sarana apa saja yang 
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menjadi kebutuhan paling mendesak di 
kawasan tersebut.  
Pada tahap perencanaan, partisipasi 
masyarakat juga diwujudkan dalam 
bentuk ide dalam menyusun jadwal 
gotong royong bagi masyarakat di 
setiap RT. Penjadwalan tersebut di 
buat sebagai refleksi kesibukan 
masyarakat yang beragam di dalam 
masyarakat, ada yang sibuk dengan 
waktu bekerja dan lain sebagainya. 
Dengan pembagian jadwal gotong 
royong tersebut di satu sisi memberi 
peluang masyarakat untuk terlibat, dan 
di sisi yang lain memberikan peluang 
masyarakat untuk tetap bekerja dan 
mencukupi kebutuhan hidupnya.  
b. Bentuk partisipasi masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo pada tahap 
pelaksanaan 
Pada tahap pelaksanaan Program 
KOTAKU masyarakat Kabupaten 
Sukoharjo menunjukkan partisipasi 
dengan bentuk yang lebih beragam jika 
dibandingkan dengan tahap 
perencanaan. Pada tahap pelaksanaan 
Program KOTAKU masyarakat 
memberikan bentuk partisipasi materi 
dan non materi. Bantuk partisipasi 
secara materi diberikan melalui 
pemberian makanan pada saat 
pelaksanaan Program KOTAKU secara 
suka rela. Bahkan di Kelurahan 
Sonorejo, dan Kelurahan Sukoharjo 
masyarakat secara bergiliran 
memberikan makanan secara 
terjadwal berdasarkan inisiatif 
masyarakat sendiri.  
Bentuk partisipasi non materi dalam 
tahap pelaksanaan dilakukan dengan 
terlibat dalam Program KOTAKU 
melalui agenda gotong royong. 
Partisipasi dalam agenda gotong 
royong merupakan bentuk partisipasi 
tenaga yang dilakukan untuk 
mempercepat proses penyelesaian 
infrastruktur Program KOTAKU  
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
a. Strategi Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sukoharjo dalam upaya 
penguatan ecological citizenship 
melalui Program KOTAKU 
direncanakan secara terpadu 
dengan menyelenggarakan dialog, 
sosialisasi, dan pelatihan.  
b. Bentuk partisipasi masyarakat 
Kabupaten Sukoharjo dalam 
kebijakan pembangunan ekologi 
(Program KOTAKU) dapat 
dilakukan dalam bentuk materi dan 
nonmateri. Materi misalnya berupa 
makanan, ataupun uang tunai. Non 
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2.  Saran 
a. Bagi Pemerintah Daerah, 
hendaknya menyelenggarakan 
acara yang lebih bervariasi 
untuk mengembangkan partisi-
pasi masyarakat dalam program 
KOTAKU.  
b. Bagi masyarakat hendaknya 
berpartisipasi dengan merenca-
nakan terlebih dahulu teknis 
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